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PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 32  TAHUM 2012
TENTANG

PEDOMAN PELAXKSANAAN PEMBERIAN HIBAH |
BANTUAN PERKUATAN MODAL KE KOPERASI MASIID/MUSHALLA/SURALU
DI KOTA PADANG

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKQTA PADANG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro sektor informal
terutama yang tergabung dalam Jemazh Masjid/Mushalla/Surau,
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang
perly diberkan bantuan perkuatan modal melalui Koperasi
Masjid/MushallafSurau |

h. bahwa berdasarkan evaluasi dilapangan maka Peraturan Walikota
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian
Hibah Bantuan Perkuatan Modal ke Koperasi Masjid di Kota
Padang periu diubah dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perle menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah/ Bantuan
Perkuatan Modal ke Koperasi Masjid/Mushalla/Surau di Kota
Padang;

Mengingat . 1. Undang-undang Nomotr 2 Tshun 1956 ientang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera
Tenoah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

7. Undang-Undang Momor 25 Tahun 1992 tentang Perkopérastan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan

Lemharan Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimanad telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 12 Tahun
2008 (Lembaran Megara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Necara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah {Lembaran Negara Tahun 2008 Momor G3,
Tambatian Lembaran Negara Nomor 4866);



Menetapkan

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ientanyg Pemientukan

14.

11.

12.

13.

Paraturan Perundang-undangan {(Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 82 Tambzhan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintaih Momor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1I

Padang (Lembaran Negara Tahun 1280 Momor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pamerintah MNomor 32 Tahun 1998 ientang
Pernbinaart dan Pengembangan Usaha Kecl {Lembaran
Megara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2337 Momor d2,
Tambahan Lembaran Negara Momor 4737);

Peraturan Menteri Dalam MNegerl Nomor 13 Tabhun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sehagaimana ftelah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menber Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keal dan
Menengah Nomor  16/Per/M.KUKM/VII/2006  tentang
Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang
Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi;

Peraturan  Menteri Dalam ™ Megeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah,
sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Menterd Dalam
Megeri Nomor 39 Tahun 201.2;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negerl dan Menten
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 88 Tahbun

1097 dan Nomar O1/SKBM/VI/1997 tentang Pembinaan dan
pengembangan ioperasi dan Pengusaha Kedi dalam

Pengembangan Pasar dan Pertokoan;

peraturan Daerah Kota Padang WNomor 16 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSIKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH BANTUAN PERKUATAN MODAL KE KOPERASI

MASIID/MUSHALLA/SURAL DIKOTA PADANG .
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Pagal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
i. Pemerintah Daerah adakah Pemerintah Kota Padang;

2. Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di
Kota Padang;

3. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang- Orang atau Badan hukum
Koperasi dengan melandaskan Kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus
sebagai gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

4. Mesjid/Mushalla/Surau adalah tempat ibadah ummat Muslim juga berfungsl sebagai
tempat pendidikan,tempat pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan-kegiatan
sosial lainnya sehingga memberikan manfaat bag jamaah dan masyarakat
sekitainya. |

5. Hibah adalah pemberian atau bantuan dana untuk perkuatan madal car Pemerintab
Kota Padang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), yang disalurkan kepada Koperas
dalam rangka pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan pelayanan kepada
\Usaha Mikro vang tergabung dalam jamaah masjid sesuai dengan persyaratan dan
tata cara yang ditetapkan; :

6. Koperasi Masjid/Mushalla/Surau adalah Koperasl Primer yang didivikan oleh dan
beranggotakan orang perorang/ jamaah masjid/Majiis Taglim/Madirasyan dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sakaligus sebagal gerakan
ekonomi umat yang berdasar atas azas kekeluargaan; |

7. Pusat Koperasi Masjid yang selanjutnya disebut PLISKOMAS acdalah Koperas
Sekunder yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperast
Masjid/Mushalla/Surau  dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi umat yeng berdasarkan azas

kekeluargoaan, |
8. Usaha Mikro adalah usaha produktf millk orang perorangan dan [ atzu Badan Usahg

Pargrangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana distur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008; tentang Usaha Mikio iKell dan Menengah.
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BAB I
TUIUVARN DAR SASKRARN
el 2

Tujuan pemberian hibah/ bantuan perkuatan modal adalah untuk mengembangkan
usaha koperasl masiid/Mushalia/Surau unit Usaha Toko/waserda dam dizu Swnpan

plnjarm, dalam rangka peningkatan nelayanan terhadap usaha mikro jamaah

masjid/mushalla/surau.
Pasal 3

Saszran Pernberian Hibah/ Bantuan Perlwatan Modal adalan :

a. meningkat dan berkembangnya usaha-usaha masyarakat dilingiiungan
masjid/mushalla/surau; _
b. meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama Usaha Milaro ekomomi jamaah;

c. meningkatnya jumiah dan pattisipasi anggota koperasi masfid/mushailia/surav;

d. meningkatnya pelayanan koperasi kepada anggota dan masvarakat terutama
jemaah masjid/mushalla/surau.



(1)

(2}

BAB IIX
STATUS DAN PENGEUNAAN BAMTUAN PERIGUATAN MO DAL
Fasal 4

Status Bantuan Perkuatan Modal pada kegiatan ini adalah dalam bentuk Hibah
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahr Koia Padang,
vang berada pada jenls Belanja Pos Bantuan sosial Dinas Pengelolaan RKeuangan
dan Asset ikota Padang.

Besamya Bantuan Perkuatan untuk setiap koperasi penerima hibah Bantuan
Perluatan Koperasi Mesjid/Mushalla/Surau  sebesar Rp. 25.000.000,- { dua puluh
lima juta rupiah } yang dapat dipergunakan untuk :

a.Unit Usaha Waserda; atau
b.Unit Usaha Simpan Pinjam

Koperasi yang telah menerima dana perkuatan Unit usaha waserda daprat mengalihkan
dana tersebut menjadi uni simpan pinjam ber¢asarkan persetujuam: Kepala Dinas
Koperasi & UMKM Kota Padang.

Pazal &

Tata cara penyaluran hibahy/ bantuan perkuatan modal difakukan sesual dengan
mekanisme administrasi keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
DERSYARATARN DAN TATA CARA PENETAPAN HOPERASI PERERIMA DAN
PEMGELOLA HIBAH / BANTUAN PERKUATAN MODAL
Bagian Kesaku
Persysratam
T T Pmsgl 7

Koperasi penerima dan pengelola wajlb memenuhi persyaratan sebagai berikut

a.
b.

C.
d.
El

f.

g.
h.

L.

i-

Drimer koperasi masjid dan Pusat Koperasi Maslid yang sudah berbadan nukum ;
tetah menyampaikan laporan perkembangan koperasi kepada Dinas Koperasi dan
UMM Kota Padang; -

memilikl pengurus vang aktif dan lengkap serta telan mealaksanakan usaha koperasl;
memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas; o

sanggup menyediakan Toko / Waserda secara kKhusus untuk melavani kebutuhan
harian jamaah;

sanggup menyediakan ruangan usaha dilingkungan masjid/mushalla/surau minimal
2 X3 m;

sudah atau akan bergabung dan terdafter sebegal anggota Puskomas: Kota Padang;
mengajukan proposal yang direkemendast oleh pengurus masjid/mushalla/surau dan
Lurah sstempat; _

membuka Rekening ihusus untuk menampung bana Hibah/ Bantuan Perikuatan
Moda! atas nama koperasi pada Bank Nagari Cabang Pasatr Rays Padiang;

hersadia mentast seluruh ketentuan yang oetapkan.



Bagizn Kedua
Tata Carz Penetspan Koperasi Calen Panerima

Fasal 8

Koperasi Masjid/Mushalla/Surau calon penerima dan pengelola Hibah/ bantuan dana
ditetapkan dengan Keputusan Wallkota Padang, yang memuat nama dan alamat
Koperasi, nomor dan tanggal Badan Hukum, tanggal pendaftaran Tahun Anggaran dan
jumlah dana yang dialokasikan dengan tata cara sebagai berikut :

3

(1)

(2)

Koperasi masjid/mushalla/surau mengajukan permohonan sebagal Koperasi calon
penerima dan pengelola hibah/ bantuan perkuatan modal untuk unit Usaha Toko/
Waserda dan atau unit Simpan Pinjam kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Padang dengan menggunakan Format-format yang telah ditetapkan;

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan seleksi/ verifikasi terhadap
koperasi yang mengajukan permchonan sesuai kritena dan persyaratan seperti
vang tertera pada pasal 7 untuk ditetapkan sebagal koperasi penerima bantuan;

Hasil Seleksi/ verlfikasi ditetapkan sebagai calon penerima melalui  Keputusan
walikota Padang tentang Penetapan Koperasi Calon Penerima Hibah/ Bantuan

Perkuatan Modal.

1

B W
PEMBATALAN DAN PENGALIHAN KOPERASI PENERIMA

Pzsal S

Walikota Padang dapat membatalkan koperasi penerima bantuan setelah
penetapan, apabila termyata ditemukan adanya persyaratan yang tidak dapat
dipenuhi, dan bantuan dapat Gialihkan Ke'kopirasi lain sebelum pencairan dana;

Pengalihan bantuan kepada koperasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan koperasl yang memenuhi syarat dan kriteria.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN HIBAH/ BANYTUAN DANA

Pasal 1¢

Tata cara pelaksanaan pencalran dana bantuan perkuatan modal bagi Koperasi calon
penerima diatur sebagai berikut :

d.

koperasi Masjld/Mushalia/Surau mengajukan permohonan pencairan dana ke
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang dllengkapi dengan beberapa

persyaratan;

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang merekapitulasi permohonan pencalran
dana Koperasi Masjid/Mushalla/Suray  untuk diteruskan ke Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Asset selaku Pengguna Anggaran;

dana bantuan perkuatan modal dicairkan kepada Koperas) pf,-nerima melalul Bank
Nagari Cabang Pasar Raya Padang alas usulan Koperasi yang bersangkutan
dengan persetujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.



BAB WIE

PERGELURNALN DA PENCELOLAAN BAMA BANTUAN PERKUATAN MODAL
Paeal L1 .

Dane bantuan perkuatan modal usaha unit tokof waserda dan atau unit: Simpan Pinjam
yang diterima oleh Koperasi dikelola oleh Koperas! yang bersangioutan:

a. proses pengaunaan dana dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel;

b. setiap koperasi penerima bantuan modal unit Simpan Finjam membuat rencana
calon penerima bantuan;

c. setiap koperasi penerima bantuan modal unit Toko/Waserda membuat r:-:ﬁcana

lkebutuhan barang dagangan;
BAR WELT
TUEAS POKOK TAM FUNMGST PUSHDMAS
t Pasal 12

Puskomas mempunyai tugas pokol dan fungsi sebagai berikut :

a. mengkoordinir  kebutvhan  pengadaan  Darang dagangan  koperas!
masjid/mushalla/surau se Kota Padang;

b. menialin kerjasama dengan distributor/ agen barang dagangan sesilal kebuthan;

c. menvalurkan barang dagangan ke masing-masing koperasi masiidy/mushalla/surau
penerima bantuan; |

d. melaporkan perkembangan koperasi masjid/mushalla/surau setiap buian ke Dinas
iCoperasi dan UMM Kota Padang.

AB IX
MONITORING, EVALUAST DAN PENGENCALLARN
Pagal 13

. [1) Hoperasi penerima banuan perkuat@n modal wajib melaporisan penyaiuran

-,,mggrkembangan unit usaha tolco/ waserda dan atau unit simpar: pinjam setiap

trivalan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kote Padang, yang tembusannya
disampalkan kepada Bapak Walikota Padang;

{2) Puskomas selaku keordinator wajib melaporkan perikembarngan koperasi penerima
bantuan setiap bulan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang;

(3} Dinas Koperasi dan UMKM Koia Padang wajib memonitor dan mengevaluasi
pemanfaatan dan perkembangan bantuan dana perxuatan modal baik terhadap

Puskomas maupun setlap koperasi penerima bantuan;

(4) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang waijio melaporkan hasil monitoring dan
evaluasi pemanfaatan dan perkembangan bantuan dana perkuatan modal kepada
Walilkkota Padang setiap triwulannya.

AB X
SAMUEST
Pasal 1.4
(1)} Apabila dari hasil monitoring Dinas Koperasi dan UMKM kota Parziang serta atas
termuan pejabat pengavwasan lainnya ditemukan indikasl peny:mpangan atau
xelalaiarr dari pengelolaan bantuan dana perkuatan, maka Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Padang dapat memberikan sanksi berupa pemindahain hak pengeiola
kepada Koperasi lain yang dlanggap mampu, dengan mengembalilkan / menggant
Dana Bantuan yang telah diterima melalui prograim in,



(2) Apablla ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata terhadap
pengelolaan bantuan perkuatan modal, maka kepada Koperasi penerima dan

pengelolaan dikenakan tindakan hukum sesual dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.
BARB Xi
PERNUTLR
Pasal 15

{1) Pada saat Peraturan Walikota ini muiai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 18
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah/Baniuan Perkuatan

Modal ke Koperasi Masjid di Kota Padang Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

{2) Hakhal yang belum diatur dalamn Peraturan Walikota ini terkait - dengan teknis
pelaksanaannya, akan diatur leblh lanjut melatui Keputusan Kepala: Dinas Koperast

dan UMKM Kota Padang.
Pasal L6

" Peraturan Walikota ini mulzi berialw pada tanggal diuncangkan. |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikote

ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang;
nada tanggal % Nevember 2012

Disndangkan di Padang

pada tafggal § ’ﬁ amber 2012
SEKRETARIS a£! KOTA PADANG
’
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